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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karuniaNya kami
dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk
buku, yang berjudul :

"RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KUTAI TIMUR”
meskipun dalam penyajian yang sangat sederhana.

Rencana Kerja ini secara garis besamya mengupas tentang visi, misi , tujuan, dan
sasaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur, selain itu
juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dengan harapan dapat dijadikan acuan tugas dan fungsi pegawai BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur , yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Dengan segala keterbatasan, Rencana Kerja ini tidak akan mungkin selesai tanpa
bantuan dari berbagai pihak, yang tidak mungkin kami sebutkan semuanya disini. Terima
kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kutai Timur,
yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk
memimpin BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur.

Diharapkan RENJA Badan kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi semﬁa pihak, terutama bagi aparatur BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur dalam mengemban dan

melaksanakan tugas fungsinya masing-masing.
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Untuk lebih sempurnanya hasil dari pelaksanaan RENJA ini, kami mengharapkan
adanya masukan/bantuan /partisipasi dari semua pihak yang bersifat konstruktif
demi keberhasilan dari porgram-program yang telah dicanangkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan
Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah diharuskan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah
hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi
kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja
Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sementara itu, dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah juga perlu berpedoman kepada hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan
alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat
Daerah. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2026 juga mengacu kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Selain itu, dalam penyusunan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 juga mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
dan berdasarkan 50 Program Unggulan Kutai Timur Hebat 2025-2029. Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun
sebagi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur yang dijabarkan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata
cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah,
proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renja-PD
Melalui tahapan ini persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD,
orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja Tim dan penyiapan
data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Renja-PD.
Pada tahapan ini penyusunan rancangan diawali dengan penyusunan
rancangan awal Renja-PD yang mencakup analisis gambaran pelayanan
perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya. Ranwal Renja-PD dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan
menjadi dokumen Renja-PD yang defenitif.

3. Penetapan Renja-PD.
Tahapan ini dimana penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan
Renja-PD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Rencana Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026



memuat berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan

dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam
indikator kinerja utama;

b. Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam
indikator kinerja renstra;

c. Program dan kegiatan harus mendukung Visi, Misi Bupati Kutai Timur.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur meliputi :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi



10.

C.

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan menjadi

acuan bagi penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kutai Timur dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan Arah

Kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kutai Timur antara lain:

1

Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD
Kabupaten Kutai Timur secara nyata ke dalam visi, misi, program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil /
kinerja.

Menciptakan mekanisme pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan
akuntabel.

Sebagai alat pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026.



D. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagai berikut :
BAB |. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
BAB Il. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB lll. TUJUAN,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol
C. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V. PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data
kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait
dengan hal tersebut Renja Bakesbangpol ini menyajikan dasar pengukuran
kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa
yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bakesbangpol selama tahun 2023.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kutai Timur mencapai Rp. 51.242.461.271,- untuk
pelaksanaan 1 (satu) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabuapen/Kota, 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh
enam) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan
mencapai Rp. 48.139.855.065,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,20%
dan capaian kinerja keuangan sebesar 93.94%.

Sementara pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Tahun 2024 alokasi anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.
101.288.691.714,- untuk pelaksanaan 1 penunjang urusan pemerintahan, 5
(lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.
Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp.
96.426.121.288,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,26% dan capaian
kinerja keuangan sebesar 95.20%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu
siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan

evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan setiap
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triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala
perangkat daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan
dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila
berdasarkan  hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki tahun akhir pelaksanaan renstra perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, dilakukan evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun keempat). Evaluasi dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan renja perangkat
daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran renstra
perangkat daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.
Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsan dan Politik yaitu “Terwujudnya
kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan
kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI". Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke
dalam lima sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran,pemahaman,pengamalan nilai-nlai Pancasila,
wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.

. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi

. Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan

. Meningkatnya ketahanan ekonomi, agama dan pencegahan Narkotika.

g A~ 0N

. Meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam rangka mendukung
terciptanya ketahanan nasional.

Kelima sasaran dimaksud, dapat dicapai oleh 6 (enam) program, 12 (Dua
Belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada tahun 2024. Evaluasi
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi
Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur

disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari



permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan
pada tahun selanjutnya. Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja
Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu.
Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
1.) Kebijakan perencanaan program dan kegiatan,
2.) Pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan
3.) Hasil rencana program dan kegiatan.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat disajikan
dalam tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Timur

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

i
Target Kinerja ko Kegiatan Tahun Lalu (2024) Jarpet TAtRot Aensiin Peraniad}
Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian
iisaii/Eldang Uriean Indikator Prorant Kinerja Hasil kegiatan S
Kinerja Prograi Program dan Renja sl
Kode Pemerintahan Daerah i gram (Renstra oK Target Renja fealies] ¥ Capaian Lghas
Dan Program/Kegiatan (Biteonies) Perangkat Kelugian Perangkat Hehje k perangas Capalan
B g Kegiatan (output) . Keglatan s/d S anenn Perangkat Tingkat | paerahtahun | Programdan Realisasi
Daerah) Daerah tahun n-2 Realisasi (%) Kegiatan s/d
Tahun 2026 dengan (2023) Daerah n-1 R Target Renstra
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024) (2025) un berjalan %)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8.01.0.00.0.00.01.0000 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.0.00.0.00.01.0000 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
P P ‘ o .
2.01.001 rogram Penunjang Urusan Pemerinathan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 300 3
Daerah Kabupaten/Kota dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol
P 5 P ) i A
8.01.001.2.01 f.'rer'l.canaan [ eDee-taniconaluas) dumigh Dok%m:nen I.’erencanaan penganggarsn 5 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 5 Dokumen 14 2,8
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
k
8.01.001.2.01.001 Ezr;\::;unan Retumap Eerencangan. famnghas Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
8.01.001.2.01.002 Keordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Jumlah Do.kumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1. DR 2 Dokurisn 5 DoKumiEn 100
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.01.001.2.01.004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlal.1 Do.l-cumen BRA-3KED donyLaporsn Hasl 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
K o Eanial SRR A
8.01.001.2.01.006 fmrc.llnam dan l_’enyusuljlan.LaPori?n apaian Realls?s: K.InEI'JE SKPD dan Laporan Ha.5|I - 1 EEpdrE T T 100
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.01.001.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JDumla:Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 4 laporan 4  laporan 4 Laporan 100
aera
8.01.001.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah duimian . apolay AdmInEHEalkEUarEan 1 Laporan 2 Llaporan 2  Llaporan 2 Laporan 100 1 Laporan 5 5
Perangkat Daerah
i ji 0 0]
8.01.001.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jum!ah Drang yang Manarims Gall dan rang / 39 Cfang / 9 rang / 100
Tunjangan ASN bulan bulan bulan




Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

i t
Target Kinerja Realisas Kegiatan Tahun Lalu (2024) Targe' Target Renstra Perangkat
e Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Indikator i Kinerja Hasil kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Program Realisasi
Kinerja Program Program dan Realisasi Renja Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah (Renstra Target Renja Capaian
Dan Program/Kegiatan {edtcomes)l Perangkat feliamen P t Renjd Ti Beanea Capaian
. 8 Keglatan (output) . Keglatan s/d Prangin Perangkat ngkat | noorah tahun | Programdan Realisasi
Daerah) Daerah tahun n-2 Realisasi (%) Kegiatan s/d
Tahun 2026 dengen (2024) Daerah n-1 rahun beriafan | T27EEt Renstra
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024) (2025) ahun berjalan %)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) g 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8.01.001.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas  |Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 35 Dokiiran 23 Bokirman 29 bokiiren 100
ASN Pelaksanaan Tugas ASN
8.01.001.2.02.003 Pelaks?naan Pf.-nata-usahaan dan Jumlaljl. Dokurv!en P?natausahaan dan 1 Dokiiian 4 ‘Dokiien 4 Dekiiran 100
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinast dan Penyusunan Laporan Kevangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
8.01.001.2.02. i i L 2
1.001.2.02.005 Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil !(ourdlnasn Penyusunan Laporan 2 laporan Laporan 2 Laporan 100
Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.01.001.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik 1 Doktamen 1 Dokurmen 5 Dokiimas i Bokmen 100 1 Dokikman 4 4
Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah
8.01.001.2.03.001 Pe—rryusunan Perencanaan Kebutuhan Barang |Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 ‘Dokiirisn 2 Gokiirar 100
Milik Daerah SKPD SKPD
8.01.001.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan penatausahaan barang milik 4 g 4 laporan & Lapotan 100
SKPD daerah pada SKPD
8.01.001.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10midl © btan fdnd liHasEPaRINaID 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1 Laporan 4 4
Perangkat Daerah
£8.01.001.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5. Bl 5 Pakek & Baiik 100
Kelengkapannya Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8.01.001.2.05. 20 Oran, 20  Oran 100
e Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan E €
8.01.001.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah JDumIa: Laporsin: ASty s aH U ERIADERA) 3 Laporan 1 Laporan 4  laporan 4 Laporan 100 3 Laporan 8 3
aera
8.01.001.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah. Pak.et Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100
Kantor yang Disediakan
8.01.001.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor sunlah, Fekes Bahian Logisik Kantoryang 1 Paket 4 Paket 4 Paket 100
Disediakan
" —
8.01.001.2.06.009 Penyeleng.garaan Rapat Koordinasi dan Lumlar.m La!:oran Penvelen'ggaraan Rapat 4 Laporah 12 Laporan 12 Laporan 100
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.001.2.06.010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dumien Pukumen PenatsiqHaan Sap Binanis 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100

pada SKPD
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan
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Realisasi Target Target Renstra Perangkat
Target Kinerja pEld Kegiatan Tahun Lalu (2024) aiss b el Rl e
ida Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
et Indikator i Kinerja Hasil kegiatan
Tsan) LoD Thsan Kinerja Program . Program dan Realisasi Renja LA Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah e e omesl (Renstra Koliateh Target Renja Ranja Perangkat s Capaian
Dan P Kegiat Perangkat
an Program/Kegiatan Kegiatan (output) B! Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Tingkat Daaahahin Program dan Realisasi
Daerah) d Daerah tahun n-2 Realisasi (%) 1 Kegiatan s/d
Tahun 2026 enean (2024) Daerah i S e Target Renstra
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024) (2025) (%)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8.01.001.2.07 Pengadaan Balrang Milik Daerah Penunjang Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik T Dakimen 1. Dikurmen 1 Dortmen T Dokiimen 100 1 Dokinan 3 3
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
.01.001.2.07.009 Pe_ngadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jurnlah Unit Ge.dun'g Kantor atau Bangunan 1 Unit
Lainnya Lainnya yang Disediakan
£.01.001.2.08 Penyetlilaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Lapora'n Penyediaan Jasa Penunjang TS\ aporan 1 88 roran Sant Faporan 24 Laporan 100 1 (atoran 37 37
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.001.2.08.002 Penye'dlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air |Jumlah Laporan. Penver.iia?n Jasa Kr.:munlkasn, 12 ‘Laporon 12 Lagoran 17 Laparan 100
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
P i Pel
8.01.001.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor st Laporan envr..’dla.an JasaLelayanan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100
Umum Kantor yang Disediakan
8.01.001.2.09 gemginarsan e sne MK Pt Pepuniang g Wiralah Laporambemel 1 4 Bargna MIllk 1 Laporan 56 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 58 58
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
P di J P lih , Bi
PE:;;::;:Z:;:ZL :;:Zf;ra;va Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
8.01.001.2.09.001 ) ! . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 25 Unit 25 Unit 25 Unit 100
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas o A
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
8.01.001.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jl‘!mléh Eerahateridan Mesin bainms yang 30 Unit 56 Unit 56 Unit 100
Dipelihara
8.01.001.2.09.009 Pemellharaal:l/RehablE|ta51 Gedung Kantor dan Jumlah.Gedung i(a.ntor d.a.n B.angunan Lainnya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Prostar Peraiatan Ideslonl Paricasiia dan Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan
8.01.002 K;r:kler Kebgn Y g Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan 87,14 % 76 % 75,83 % 100 % 131,873929| 74,3 % 250,28 2,87
£ Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK, dan PPKW)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan |Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan teknis
8.01.002.2.01 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 3
Karakter Kebangsaan Pancasila dan Karakter Kebangsaan




Target dan Realisasi Kinerja Program dan
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lisasi
Target Kinerja A Kegiatan Tahun Lalu (2024) At LB e arasRat
Flit s Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Indikator s Kinerja Hasil kegiatan
Urusan/Bidang Urusan inaria Brogran Program ProRramcan Reslisast Renja Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah (autcomegs) / (Renstra Sty Target Renja :ﬂe r;:S i Eaaian ;nslfat
Dan Pri Kegi Perangkat BRI
ogram/Kegiatan Kegiatan (output) B Kegiatan s/d Fetopguat Perangkat Tingkat Daerah tahun | Programdan Realisasi
Daerah) dengan Daerah tahun n-2 Dashih Realisasi (%) i Kegiatan s/d Tarset Aanctra
Tahun 2026 24
tahun n-3 (2023) 2029} tahun n-2 (2024) {2025) " tantnbeilaan (%)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
lah Dok P Kerja di Bid
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi e d okitten Pregeat Warlo di Budang
W Kebanssaan, Bela Negara, Karaktar Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
8.01.002.2.01.001 chefe el o B pd & Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
; Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan .
Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi |Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
8.01.002.2.01.002 Wawasan Kebangsaan, Bela Negar:?, Karakter |[Wawasan Kebangsaan, Bela Negare.x, Karakter 1 Dk 1. Dokumied 1 Dokurien 100
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideoclogi Jum.l.ah Drar.'lg .yang Menglk‘fﬂ ol
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebifakan i Sicang \eolop W awasan
8.01.002.2.01.003 e il Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 130  Orang | 1100 Orang 1150 Orang 105
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka .
i Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan )
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Jl..lmlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bidang Ideolog! Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.002.2,01.004 ! o Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 19 Orang 1125 Orang 1150 Orang 102
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka ; :
- Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.002.2.01.005 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 225 Laporan 18 Laporan 8
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
dan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan
Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui
8.01.002.2.01.006 Masyarakat akan Pe.ntlngn\,'a Penghayatan dan Penn:\gkatan Kesadaran Masyarakat Akan 200 Keluarga 200 Keluarga 100
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Bernegara Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
. . Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas
bi kti k
8.01.002.2.01.007 FemuinaE terl'.ladap i kepasiorabach Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100
dan Purnapaskibraka 3
Purnapaskibraka
8.01.002.2.01.008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 200 Orang 200 Orang 100




Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

lisasi
Target Kinerja Realisas! Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Target Renstra Peran‘gkat
Canalin Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Indikator R Kinerja Hasil kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Program Realisasi
Kinerja Program Program dan Realisasi Renja Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah (Renstra Target Renja Capaian
Dan Program/Kegiatan foutcmes) Perangkat L P Kkat Rania pelanehat Capaian
2 Kegiatan (output) E Kegiatan s/d Sianass Perangkat yllisy Daerah tahun | Program dan Realisasi
Daerah) Daerah tahun n-2 Realisasi (%) Kegiatan s/d
Tahun 2026 denean (2024) Daerah n-1 b batat Target Renstra
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024) (2025) un berjalan (%)
|tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6"100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8.01.002.2.01.009 Pembinaan L-anjutan kepada Purnapaskibraka |Laporan H?sal Pembinaan Lan{utan kepada 1 ‘Bakumen 1 Dokumen 100
Duta Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila
8.01.002.2.01.011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila |Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 40 Orang 40 Orang 100
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Calpa liiasalakatyaE mepcapetian
8.01.003 e : pembinaan pendidikan politik di wilayah 60 % 43 % 65 % 72 % 111 60 % 175 2,92
Politik dan Pengambangan Etika Serta Budaya 2
o KutaiTimur
Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan |Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika  |dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8.01.003.2.01 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 11 Dokumen 2 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100 11 Dokumen 28 2,545454545
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta |Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan pemantauan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.003.2.01.001 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan  |Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Situasi Politik di Daerah Daerah yang Disusun
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di o e - -
Bidang Pendidikan Bolitk Etike Buday Politk, [2iah Kebljakan'd! Bidang Pendidikan Politik,
2 i ety Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Peningkatan Demaokrasi, Fasilitasi Exiilitasi Kelemb B ictshan: P il
8.01.003.2.01.002 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan asiies _e Erfﬂ_ agaan‘ iemerm anny e.rYua S 12 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100
= i - dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan .
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 2,
- Ik Politik di Daerah
Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan  [Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.003.2.01.003 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, |Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 5200 Orang 5000 Orang

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah




Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

i Target ki
Target Kinerja Rrelisan Kegiatan Tahun Lalu (2024) BrEE Jatpetflonsta Farangiat
i Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian
Uttisan/aidans Urisan Indikator B cerair Kinerja Hasil kegiatan S
Kinerja Program Program dan Realisasi Renja o Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah (Renstra Target Renja Capaian
(outcomes)/ Keluaran Renja Perangkat Capaian
Dan Program/Kegiatan Perangkat Perangkat Tingkat Program dan
Kegiatan (output) Kegiatan s/d Perangkat Daerah tahun Realisasi
Daerah) Daerah tahun n-2 Realisasi (%) Kegiatan s/d
Tahun 2026 dengan (2024) Daerah n-1 tahiin bl Target Renstra
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024) (2025) 5 (%)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan arnHG Mensiliit Keardinast di
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Lfm i ran?, yang e_r!g| u_l noToInas, ', .
i B Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Petinakatan D kiss, Fasilitasi Kelermbasa
8.01.003.2.01.004 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Palitik, |- o "8 atan Demokrasl, rasflitas) Kelemiagaan 2800 Orang 2800 Orang 2800 Orang 100
E 2 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepzla = o,
. BN 1 O Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di £ A
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika  |Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.003.2.01.005 G 2 Laporn 2 Laporan 100
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum P H
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta |Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Pemantauan Situasi Politik di Daerah di Daerah
Program Pemberdayaan dan Pengawasan !
8.01.004 s Jumlah LSM yang Aktif 299 LSM 106 LSM 169 LSM 255 LSM 150,89 280 LSM 641 2
Organisasi Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Lurnl:h Doktumen :e;n.;:msan K;_Z"ikan feknis
8.01.004.2.01 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan B REMENApANLE oRsanasn DcaANs 3 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 3
: Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8.01.04.2,01.0001 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Daerah yang Disusun
P Kebij; i
sznvusunan Baban Fesumusar, Kapikan ot Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Bdeng Pendatlargn Ormas, Perberdavann Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
8.01.04.2.01.0002 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, v 5 226 Dokumen 164 Dokumen 73

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang Disusun
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Realisasi t Target Renstra P
Target Kinerja s Kegiatan Tahun Lalu (2024) jLaree EetRenstia Eerangkat
PIEAES Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Indikator P2 Kinerja Hasil kegiatan
Vrusan/ icang Urusan Kinerja Program Frogam Program dan Realisasi Renja Realisasi
Ao PemeneTan Honah (thm:ﬂ/ {Rewsna Keluaran Target Renja :laensla Perangkat Capalan 21“3':“
Dan P! iata Perangkat ATIE
SEDR LI /Regeal] Kegiatan (output) Sfeng Kegiatan s/d perangkat Perangkat Tingkat Daerah tahun Program dan Realisasi
Daerah) Daerah tahun n-2 Realisasi (%) Kegiatan s/d
Tahun 2026 astenn (2024) D e tahus beralan | e e
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024) T g (%)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah O ikuti Pelak
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran um“a raxflg _yang MEjsikac s esie
o Pemberd Ot EvRliEsT e Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
£.01.04.2.01.0003 e o pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 350 Orang 350 Orang 100
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
: = Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah ! .
Asing di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran [Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
8.01.04.2.01.0004 Ormés,‘Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Bidang Pendaft.aran Drma.s, .Pemberdayaan 50 Orang 50 Orang 100
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas [Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
8.01.004.2.01.005 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi  |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 1 Laporan 18 Laporan 18 Laporan 100
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Ormas Asing di Daerah Asing di Daerah
P i i i
8.01.005 Program Pemb naar‘i dan.Pengembangan Cak.upan Pembinaan Urusan Ketahanan Ekonomi, 100% 40 o 60 % 60 % 100 100 % 200 2
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sosial, Budaya dan Agama
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan |Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis
8.01,005.2.01 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 3
Sosial dan Budaya Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi nr i Bl T
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat QRUMEA DEUIEN
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Daerah
8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
dan Fasilitasi P han P | Penyal Narkotika, Fasilitasi Keruk
an Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan enyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan i Hekbeen ¢ Dok 100

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Disusun




Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

lisasi t Target Renstra Perangkat
Target Kinerja Reajsas Kegiatan Tahun Lalu (2024) e B = nexa)
Target program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian
Virsan/Bidans Urican Indikator g Kinerja Hasil kegiatan
= B, SIS Kinerja Program o Program dan Realisasi Renja - Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah (Renstra Target Renja Capaian
Dan Program/Kegiatan deticoniesif Perangkat Keluaran P Kat Renja T Perangkat i Capaian
B & Kegiatan (output) B Kegiatan s/d Elanga Perangkat ngat Daerah tahun | ProBramdan Realisasi
Daerah) e Daerah tahun n-2 Dasian Realisasi (%) Sl Kegiatan s/d Target Re
Tahun 2026 gt
tahun n-3 (2023) 1202} tahun n-2 (2028) {2025) | tehunberjalan %)
tahun n-1 (2025)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan  [Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 1000 Orang 1000  Orang 100
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan  [Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
8.01.005.2.01.004 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 75 Orang 50 Orang 50 Orang 100
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 1 o .
E E Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, S : _
aslat Bk dan Eacilitas) Pencasatian Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
8,01.005.2.01.005 ¢ / : o g Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 1 Laporan 18  Llaporan 18 Laporan 100
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan y N
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan danBenchavat diD h
di Daerah an Penghayat Kepercayaan di Daera
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasionzl |Jumlah Konflik Sara 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 0 Kasus 0 0
8.01.006 dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi i ial di wi
g : Cakupa'n penanganan konflik sosial di wilayah 1001% 100 % 100 % 100 % 100 100 % 300 3
Penanganan Konflik Sosial Kutai Timur
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan [Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis
8.01.006.2.01 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 3

Penanganan Konflik Sosial

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

8.01.06.2.01.0001

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun

4 Dokumen

4 Dokumen
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian

Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi i Target Target Renstra Perangkat
Terget K‘Inerja Target FegpRaAIIanan LI, program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian =
Indikator Kinerja Hasil kegiatan
Urusan/Bidang Urusan 5 Program Realisasi
Kinerja Program Program dan Realisasi Renja Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah (Renstra Target Renja Capaian
Dan Program/Keglatan (outcomes)/ Parangkat Keluaran e Renja i Perangkat . s Capaian
8 5 Kegiatan (output) Keglatan s/d erang Perangkat ngkat | paerah tahun foBramean Realisasi
Daerah) dengan Daerah tahun n-2 Deerih Realisasi (%) n-1 Kegiatan s/d Targat Rensirs
Tahun 2026 (2024) tahun berjalan
tahun n-3 (2023) tahun n-2 (2024 (2025) o4
( ) tahun n-1 (2025) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di = o v
3 . . . Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, X o X
< . 3 Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing - Kaf(a Asing dafiLerb Asi
8.01.006.2.01.002 dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Enagahelia BiDg Tan - Cmuags Polng, —_ 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
ol . Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang :
T Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di i .
Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
Daerah
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan |Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang |Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, |Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 500 Orang 500 Orang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, |Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
serta Penanganan Konflik di Daerah Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang — o
ray . - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, = S5 2 2
: S Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing b ¢ 5 st T P
8.01.006.2.01.004 dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan el auar.l rang Asing, 1enaga Kerja Asing dan 30 Orang 50 Orang 50 Orang 100
7 : Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang s i
- Negara, Fasilitasl Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di .
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan . . X
e > Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, tar E ]
. .. . Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, S Intelifan. p ' o Asing. T
8.01.006.2.01.005 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, anjla n.euen, emaf auan. fang:aing: 1enAagd 2 laporan 4 Laporan 4 Laporan 100
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, i
A f Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, ; :
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
serta Penanganan
' P — :
8.01.006.2.01.006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum 1. DakiiEn . & Dekurvien 100




B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan
dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang
selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan
yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu
pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan
hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang
kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan
pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya
sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi
pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator
merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi.
Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai
kinerja.

Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan
diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator
kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil / keluaran dari program / kegiatan
yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri
diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu
kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai
kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran
ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran
organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat
daerah.

Hasil analisis pencapaian kinerja perangkat daerah dapat di lihat pada
tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur

No

Indikator

SPM /
Standar
Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun
2023 (n-2)

Tahun
2024 (n-1)

Tahun
2025 (n)

Tahun
2026 (n+1)

Tahun 2023
(n-2)

Tahun 2024
(n-1)

Tahun 2025
(n)

Tahun 2026
(n-+1)

Catatan
Analisis

Cakupan Sekolah dan
Forum yang mendapatkan
Pembinaan Karakter dan
Penguatan Wawasan
Kebangsaan (Revolusi
Mental, FPK, dan PPWK)

75.50%

75.83%

77.83%

97.83%

76%

100%

100%

100%

Cakupan masyarakat yang
mendapatkan pembinaan
pendidikan politik di
wilayah Kutai Timur

43%

65%

75%

86%

43%

72%

75%

86%

Jumlah Organisasi
Kemasyarakatan yang
Aktif

169

199

229

259

106

255

229

255

Cakupan Forum dan UKM
yang mendapatkan
pendidikan ketahanan
ekonomi, sosial dan
budaya (FKUB,P4GN)

40%

60%

80%

100%

40%

60.28%

80%

100%

Jumlah Konflik Sara

Cakupan penanganan
konflik sosial di wilayah
Kutai Timur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan Laporan Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




C.lIsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
berisikan uraian mengenai :
Sejak era reformasi, kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional
mengalami kemajuan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan
pendapat, menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal seperti ini
satu sisi menjadi hal yang merupakan kemajuan, namun disatu sisi juga
merupakan menjadi hal yang perlu disikapi, karena hal tersebut telah merubah
pola kehidupan masyarakat. Masyarakat sering bertindak individualistis dan
berkelompok. Masyarakat telah mengadopsi budaya baru yang belum
sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaian dengan karakter
bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan
di era sekarang.
Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai
Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang jauh berbeda dengan
nilai-nilai Pancasila. Hal seperti ini terlihat pada kebebasan masyarakat dalam
berdemokrasi dalam menyelesaikan masalah bangsa. Pemahaman masyarakat
terhadap wawasan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila
dewasa ini juga dinilai telah memudar utamanya di kalangan generasi muda.
Wawasan kebangsaan menjadi hal yang abstrak dan jauh dari pemahanan di
kalangan generasi muda. Demokrasi yang berlebihan dan memudarnya
pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat menjadi masalah yang krusial
bagi pemerintah saat ini, disamping majunya pembangunan nasional yang bisa
menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pro kontra yang terjadi akibat
pembangunan infrastruktur di masyarakat juga harus disikapi oleh pemerintah.
Sesuai dengan uraian diatas maka dirumuskan isu-isu yang dapat
berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD antara lain sebagai berikut :
a. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di
masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.

b. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita
harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945,

Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara.



c. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yg berlaku.
d. Masih tingginya tingkat penyalaggunaan narkoba di Kabupaten Kutai Timur
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Tantangan
1. Rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak remaja.
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun yang pro
terhadap kebijakan pemerintah daerah.
3. Potensi penyebaran faham-faham radikalisme yang menjadi akar timbulnya
terorisme.
Peluang Pengembangan :
1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik
Guna menjawab tantangan dan permasalahan seperti tersebut diatas, perlu
diciptakan masyarakat yang aman, tenteram serta memiliki rasa kebangsaan
yang tinggi. Diperlukannya peningkatan wawasan kebangsaan pada masyarakat,
sehingga akan mendukung stabilitas keamanan.
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, secara
umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan
program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan

anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.



BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju,
dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-
dasar transformasi yang kuat. Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran
visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima
arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),
Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan
kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan
tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa
kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan
Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita
Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi
Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-
2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun
2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan
menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan
pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains,

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender,

ok’



serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi / Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan
Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu
mendukung penguatan kualitas politik dan demokrasi Indonesia serata
implementasi nilai-nilai Ideoligi Pancasila melalui dukungan terhadap
misi/prioritas nasional ke-1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan
hak asasi manusia (HAM), ke-7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
narkoba, judi, dan penyelundupan, dan ke-8 Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta
peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat

yang adil dan makmur.

perencanaan pembangunan anatara Pusat dan Daerah yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
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B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bakesbangpol

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2026 tidak terlepas dari pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG DAMAI, TENTRAM
DEMOKRATIS DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 4 misi sebagai
berikut :

1. Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Kutai
Timur.

2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berwawasan
kebangsaan.

3. Mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menopang
stabilitas nasional.

4. Mewujudkan kondusifitas daerah dengan mensinergikan peran-peran
masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dirumuskan sebagai
berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, dengan indikator Indeks
Pelayanan Publik.

Sasaran : Meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman keamanan,
kenyamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator Indeks Kerawanan
Sosial.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kutai Timur menetapkan indikator kinerja program sebagai
berikut :

1. Jumlah Konflik sosial

2. Persentase Penanganan Konflik sosial di wilayah Kutai Timur

3. Persentase ASN dan Forum yang mendapat pembinaan ketahanan
ekonomi, sosail,Budaya dan Agama yang bersih dari Narkoba.

4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif



5. Persentase sekolah dan forum yang mendapatankan pembinaan,
penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara;
6. Persentase pembinaan Pendidikan politik diwilayah Kutai Timur.
C. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan
dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat berdasarkan
laporan kinerja dan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Untuk menginplementasikannya dapat
dirumuskan dalam program kerja tahun 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kutai Timur merencanakan akan melaksanakan 1 satu
unsur penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, 4 (empat) Program, 8
(delapan) Kegiatan, dan 20 (du puluh) Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan
berikut:
Uraian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dapat dirinci
sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan kegiatan;
< Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
dengan sub kegiatan :
» Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
“+ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,dengan sub kegiatan :
» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
» Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
< Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
» Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

» Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



7

% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan

Sub Kegiatan :

>

N
»~

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,

dengan Kegiatan :

< Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :

>

S
»
)

»

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara

Pembentukan Paskibraka

Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila

Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik.,

dengan kegiatan :

< Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Situasi Politik, dengan sub kegiatan:

b

I

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan  Partai  Politik, @ Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
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4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan, dengan kegiatan :

< Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :

» Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :

% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub

kegiatan :

» Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

» Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

A

» Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

12
1



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A.Rumusan Perencanaan Pendanaan

Suatu program dan kegiatan tentunya memerlukan pendanaan yang
berkesinambungan dan terukur, agar setiap program dan kegiatan yang
direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Namun
pendanaan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah. Rumusan perencanaan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Polittk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebesar
Rp.21.669.672.599,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh
Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan

Puluh Sembilan Rupiah). Secara garis besar dapat diuraikan dalam table
berikut :



TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Rencana Tahun 2026

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2027

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub { e : : Catatan
RO Kegiatan irditetor, Kinete: Frogian / Kegiokarn LOkask Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting c-raa;:giztn Kebutuhan Dana
Kinerja { Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
8 ; | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 21.669.672.599 22.765.144 275
i
8 i01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 21.669.672.599 22.765.144.275
5 : : Nilai SAKIP 81,30
8 (0101 ;rc:)gran: P.(relr('lutnjang Urusan Pemerintahan Daerah s EE1 7 450.356.210 i | 7.651.311.439
e abupaten/Kota IP ASN 82
|
! Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang 8 Daklimah s Dokumen
[ : tersusun '
8 01012.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kutai 250.000.000 | APBD 250.000.000
' Kinerja Perangkat Daerah Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Timur
: S 2 SRR AT 5 Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
8 0101201 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat  [Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang 6 Dokumen 150.000.000 6 Dokumen 150.000.000
Daerah tersusun
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1D 100.000.000
& 01‘2'01 Gnee Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja S(LRpon 100.000.000 ol B
SKPD
| |
‘ : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66;;::9! 1 Laporan
‘ ! | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Kutai A Dokiman
8 \01!01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD Tirais 5.287.228.634 APBD 5.376.311.439
! ! Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
| { Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2 Laporan
L] Akhir Tahun SKP
[
8 01/012.02 0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Soarana! | 4.967.228 634 85 ra0g 1 | 5076311439
8 01)012.02 0004 [Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  [JuTa" Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akntansi 4 Dokumen | 200.000.000 4 Dokumen | 200.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
8 01/01/2.02 0005 5 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2 Laporan 100.000.000 2 Laporan 100.000.000
Akhir Tahun SKPD :
Akhir Tahun SKP
8 0101203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat |Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada K_utal 2 Laporan 90.000.000 |APBD 35.000.000
1Rl Daerah SKPD Timur
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Rencana Tahun 2026

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2027
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub : e 2 ; Catatan
poss Kegiatan indikrtor inerja Frogram / Kenjaten Lokasi Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting C;I; aprgiztn Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kineria / Pagu Indikatif
8 01012.03 0006 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD .él;(ﬂ;lgh s LR e e L 2 Laporan 90.000.000 35.000.000
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 66 Unit
Pegawai 1
8 01:012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : : K,"'tal 175.000.000 APBD 100.000.000
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Timur 66 Unit
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
& 0101205 0001 Pemngkglan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah l_Jnit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 66 Unit 75.000.000 50.000.000
Pegawai Pegawai
& 0101205 0009 Pendidikan dan P_elahhan Pegawai Berdasarkan Jumla_h P_egawal-i I_Berdasarkan T_ugas dan Fungsi yang 66 Unit 100.000.000 50.000.000
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
i Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 2P
‘ 1 Tl aket
| Fu] Disediakan
} } | | Z 2 ; Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kutai :
8 101;0112.06i Administrasi Umum Perangkat Daerah Konsultasi SKPD Timur 35 Laporan 910.000.000 APBD 800.000.000
‘ ‘ : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem A DoRumen
| Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
8 01012.06 0002 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ‘[’)‘:S”;';g'g ike{ Foralaiehican Ferengkapan antar yeng 2 Paket 150.000.000 100.000.000
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
8 01 012.06 0009 Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 35 Laporan 660.000.000 600.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistern Pemerintahan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem
8 {010 11e06;0051 Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Rakomen 130.000.000 100.000.000
Jumlah Unit Kendaraan Percrangan Dinas atau Kendaraan :
P d B Milik D h P i Dinas Jabatan yang Disediakan Kutai L
8 01012.07 Sngacacn SOy A Sgoal henUniany Lt L] 180.905.376 | APBD 350.000.000
Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Timur )
, RO 2 Unit
Bangunan Lainnya yang Disediakan
8 0101207 0001 Pengadaan Kfendaraan Perorangan Dinas atau nglah Unit Kendaraaﬂ F’emrangan Dinas atau Kendaraan 1 Unit 128.000.000 200.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
8 0101207 0010 Pengadaan Sarana dan F'_rasarana Gedung Jumlah Unit $arana dan P_rasarana Gedung Kantor atau 2 Unit 52 905.376 150.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan
8 0101208 Ealyed wtara e nitlang Uitean Daya.Akidan stk yang Disediakan fuied 306.960.000 | APBD 290,000,000
[ Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor| Timur
e 12 Laporan
| \ yang Disediakan
8 0101 2.08 0002 F‘enygdia_an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah‘Lapora.n Eenyedma_n Ja_sa Komunikasi, Sumber 12 Laporan 186.960.000 190.000.000
| | dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
8 01101 2.08 0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;’:L“;agié‘:;gglp SPdan-lan Reayanan Umpnienian 12 Laporan | 120.000.000 100.000.000




Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2026

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2027

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

8 01/01/2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

Kutai
Timur

29 Unit

38 Unit

250.261.200

APBD

450.000.000

8 01/01/2.09 0001
|

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

29 Unit

150.000.000

150.000.000

8 0101]2.09 0007

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

38 Unit

100.261.200

300.000.000

|
g |01
|

Program Penguatan |deologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan
pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter
Kebangsaan dan Bela Negara

40.40%

5.665.734.337

5.901.087.248

8 10102201

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang Disusun

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan
Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

Jumlah Paskibraka

Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Kutai
Timur

1 Dokumen

1 Dokumen

500 Orang

30 Orang

3 Laporan

750 Keluarga

2 Dokumen

350 Orang

1 Dokumen

5.665.734.337

APBD

5.901.087.248




Perkiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2028 2097
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub . R : : Catatan
boce Kegiatan Incikatosiinera Efodram ltagistan LOb#5) Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting sza?iztn Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif | Dana Kineria / Pagu Indikatif
i Laporar? Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta fDoRLmen
1 Pancasila
Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 40 Orang
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi
8 0102201 0001 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara_. Karakter Wawasan Kebangsaan, Beig Negara, Karakter Bangga. § DekGMGR 100.000.000 100.000.000
| | Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan yang Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideclogi  |Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
| Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
g jodte 2'U1| Ol Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 okumen 130,000,600 120,000:000
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideolcgi Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bidang Ideclogi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
B 10{]0212.01) Q062 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka =Gy THRARAEN 1R0000000
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
R e OTHDUT8 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Su/Grang 159:000.000 L
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan
| Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan : o : i
| |Biang ol Wavasan Kebangaan Bala (14712 Laren st orerng Evates denPotporn
8 |01022.01 0005 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Karak?er el gsa Pemba; i Kegan ki Emeia ' 3 Laporan 200.000.000 200.000.000
| ‘ Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Thnaas Tika d%n ée'arah Keban saar? ;
| \ Kebangsaan 09 ) 9
| |
| | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter iy
| Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembgntukgn dan
| | Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan
8 |0102/2.01 0006 Y : Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan 750 Keluarga 200.000.000 200.000.000
Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek , 5
; Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan el ol Barbarcan das Beriesa
Bernegara Y I 28, 9
8 0102201 0007 Pembmaaq terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan|Laporan Hasjl Pembinaan Aktivitas Kgpasklbrakaan dan 2 Dokumien 300.000.000 300.000.000
Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka
8 01022.01 0008 [Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 350 Orang 4.115.734.337 4.151.087.248
8 0102201 0009 Pembinaan Lanjulan kepada Purnapaskibraka Laporan H_asil Pembinaan Lanj_utan kepada 1 Dokumer 100.000.000 150.000.000
| Duta Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila
8 0102201 0010 Felaksgnaan tugas Purnapaskibraka Duta Laporar_n Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta 1 Dokumen 100.000.000 200.000.000
Pancasila Pancasila
| |
8 01 02i2.01 0011 |Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila  [Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 40 Orang 100.000.000 150.000.000

w
o




Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2026

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2027

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai
Timur

28%

2.348.208.693

2.445.752.580

8 0103201
i |

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang
Disusun

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Jumiah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendidikan Paolitik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Kutai
Timur

1 Dokumen

11 Dokumen

100 Orang

100 Orang

1 Laporan

2.348.208.693

APBD

2.445.752.580

8 |01/03 2.01| 0001

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelebagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang
Disusun

1 Dokumen

50.000.000

50.000.000

o




Perkiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026 2007
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub ; NG y s Catatan
hecs Kegiatan Indikstor Kinerja Frogram / Kegietan s Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting c;l':;g;tn Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif | Dana Kinora / Pagu Indikatif
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,  |Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
| Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelebagaan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8 0103 2.01 0002 |Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 11 Dokumen 1.294.648.601 1.695.752.580
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Daerah.
i
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
| | Demokrasi, Fasilitasi Kelebagaan Pemerintahan, |Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
| | | g < e i ! 4 o T 2 i K I 300.000.000
4 it 2.01I e Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan HeQmEng 109:000:000
| Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
| Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelebagaan Pemerintahan, |Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 200.000.000
S [B0201 6008 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 100 rang =08,580.00¢ T
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Daerah
P_ele?ksanaan M_cl_'ntorrng. _E_valu;m dan Pelapontaln Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | . . = o ; e
; ; i di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Esninskan Semok), Fasitil Ksesagan) Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8 01/032.01 0005 |Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, g FAl Al i 1 Laporan 400.000.000 200.000.000
1 = s Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala < 1a D h P ¢
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di UmumlPerp!||hgn MITLETE RSk DRSNS, v et
! Situasi Politik di Daerah
Daerah.
i
8 0104 Progr:-z_m Eemberdayaan e B gateean Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 30% 1.324.617.596 1.558.871.965
P Organisasi Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran
QOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi iDoktimhen
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah yang Disusun
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa AiDokUman
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun
Paramusn Kebiatan Takis dan Pemaniapan (L1000 G erohut Peeneen obiancl ||
01042, i ' { ; .324.617.596 | APBD 1.558.871.965
8 }D ‘04 2.01 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Timur 300 Orang 1.32 59

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah




Rencana Tahun 2026

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2027

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub : ke : : Catatan
el Kegiatan Indikator Kinara Rrogram.f Keglatan Lokast Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting Cga;agf; . Kebutuhan Dana
Kinerja { Pagu Indikatif | Dana Kinerja { Pagu Indikatif

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

50 Orang

1 Laporan

01/042.01/ 0001

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah yang Disusun

1 Dokumen

150.000.000

150.000.000

0104 2.01 0002

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
yang Disusun

1 Dokumen

150.000.000

200.000.000

0104 2.01 0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran
QOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

300 Orang

574.617.596

658.871.965

01042.01 0004

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

50 Orang

250.000.000

300.000.000

01/04,2.01 0005

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1 Laporan

200.000.000

250.000.000

01/05|

Program Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan
Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan
Agama yang bersih dari narkoba

27%

1.878.424.889

1.956.454.097

Jumlzh Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang
Disusun

Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

¥
o

1 Dokumen

1 Dokumen




Perkiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026 4 2057
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub : frn ; atatan
fede Kegiatan judisatel nsqe:Togia fhew et o Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting C?rgiztn Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif | Dana Kir?en’ 3 / Pagu Indikatif
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
‘ ‘ | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan  |Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kutai
8 101052.01 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial |Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Timur | 4000 Orang 1.878.424.889 | APBD 1.956.454.097
i} | dan Budaya Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
‘ | di Daerah
! ' Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
i | Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
1] ’ Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 60 Orang
| Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 Laporan
| Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan [Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan
| Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8 |01 os?:zm 0001 |Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi |Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang
| Kepercayaan di Daerah Disusun
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di = AL ’ :
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan .éurglah P;ebu:ka&ﬁ iB[l;:la:g Ke;a?:]a;an E:mnor:m. r:.iosm!,
8 |01/052.01 0002 |Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, N” B8 cen) Rasiias) T enceganan renye Bgad 1 Dokumen | 200.000.000 200.000.000
FEE arkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
| Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 '01/052.01 0003 |Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi |Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 4.000 Orang 1.078.424.889 1.156.454.097
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
Kepercayaan di Daerah di Daerah
| ‘ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
| 1 Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Ketahanan Ekonemi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 01/052.01 0004 |Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi |Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 60 Orang 300.000.000 300.000.000
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
Kepercayaan di Daerah di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
| di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
8 01 052.01| 0005 |dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1 Laporan 200.000.000 200.000.000

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah




Kode

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2026

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2027

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Konflik Sosial

0 Kasus

3.002.331.874

Persentase penanganan konflik sosial

100%

3.251.666.946

8 01/062.01|

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang
Disusun

Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumiah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Kutai
Timur

2 Dokumen

1 Dokumen

250 Orang

3.002.331.874

30 Orang

2 Laporan

2 Dokumen

APBD

3.251.666.946

8 01086/2.01 0001

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang
Disusun

2 Dokumen

200.000.000

200.000.000




Perkiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026 2027
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub : S 2 . Catatan B
hode Kegiatan Incikaiof hinepaiBrograa 4 ytain SDe Target Capaian | Kebutuhan Dana| Sumber | Penting C..I; aprgieatn Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif | Dana Kineria 1 Pagu Indikatif
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
| Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, |Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
| Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
8 |01 06/2.01 0002 |dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan  |Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000
j i antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
| Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
1 | Daerah.
|
L Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan |Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
8 0106201 0003 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asu_g, _ Pernantauan_ Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan 250 Orang 502331874 551.666.946
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi [Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Keoordinasi di Bidang Kewaspadaan [Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
| Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
8 501.0&2_01 0004 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Aspg, ! Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 30 Orang 300.000.000 300.000.000
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi |[Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
‘ | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
| : Penanganan Konflik di Daerah Konflik di Daerah
‘ P.e ngsanaan Monltering, Ev;luas! dan.feiaporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama ! i y Intelii
[ Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja & Bdang KewaSpadaa." D".'rl' fioce !f ey n.teh;zn,
8 01062.01 0005 |Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Eensiausn Drmng Aslng Teoaga Reys Asing dep 2 Laporan 300.000.000 500.000.000
s Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan S :
: . |Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik e
3 Penanganan Konflik di Daerah
di Daerah
8 01062.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah nglgh Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi 2 Dokumen 1.500.000.000 1.500.000.000
Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota




B. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026,
Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan tahun Bappeda Tahun
2025 disusun berdasarkan :

a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;

b. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2025-2029;

c. Kepmendagri nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR

TAHUN 2026
URUSAN / BIDANG TARGET | poyiioag) | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAK:RA_.?AIHTI:.‘J;:. :;ucm.q
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAI
URUSAN | PROGRAM | CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET RENJA A
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16.430.890.113,00 30.547.905.691,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN 16.430.890.113,00 30.547.905.691,00
umum
8.01 KESATUAN BANGSA DAN 16.430.880.113,00 30.547.305.691,00
POLITIK
1. | 80101 PROGRAM PENUNJANG | Persentase Pelayanan - 100% 7.450.108.113,00 12.597.905.691,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Administrasi Perkantoran
ERAH dan Laporan Keuangan
KABUPATEN/KOTA
[ TERLAKSANANYA Indeks Profesionalisme 76.50 67.65 67.65 70.50 7.450.108.113,00 | - - - - - 12.997.905.691,00 | -
PENUNJANG PERANGKAT | ASN
DAERAH 84 79 80 80
Nilai SAKIP
8.01.01.2.01 Perencansan, Jumiah dokumen - 5 Dokumen 75.000.000,00 . 7. Peningka | ASN dan Pemangku 300.000,000,00 | BADAN KESATUAN
Penganggaran, dan Evaluasi | perencanaan, penganggaran, tan tata Kebijakan BANCSA DAN POLITIK
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja kelola psm
perangkat daerah yang erintahan
tersedia daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pslayanan
publik
4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.01.2.01.0001 Peny Dokumen P Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 8 Dokumen 50.000.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN | - 7. Peningka | ASN dan Pemangku 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Perencanaan Perangkal Semua ASLI DAERAH tan tata Kebljakan BANGSA DAN POLITIK
Daerah Kecamatan, (PAD) kelola pem
Semua Kel/Desa erintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
| pelayanan
publik
4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah

B.01.01.2.01.0006

Koordinas! dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO

KODE

URUSAN | BIDANG
URUSAN | PROGRAM /
OUTCOME | KEGIATAN |
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM |
KEGIATAN | SUB
KEGIATAN

TARGET

PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUI

N 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

g

10

1

12 13

14

16

I

Jumlah Laporan Capajan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinetja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKFD

5 Laporan

25.000.000,00

Kab. Kutai Timur,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
{PAD)

- 7. Peningka
fan tala
kelola pem
erintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
I pelayanan
publik

4. Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah

ASN dan Pemangku
Kebijakan

100.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

B.01.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

6.897.108.113,00

= 7. Peningka
tan tata
kelola pam
erintahan
daerah

yang
profesional

an
akuntabel
untuk
mendukung
Iransformas
i pelayanan

ASN dan Pemangku
Kebijakan

11.450.905.691,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumleh Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

66
Orang/bulan

6.798.108.113,00

Kab. Kutai Timur,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- 7. Peningka
tan tata

kelola pem
erintahan

ASN dan Pemangku
Kebijakan

10.850.9805.691,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.02.0004

Koordinasi dan Pelaksanaan Akunlansi SKPD
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK TAHUN 2026

NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN /| PROGRAM /
OUTCOME | KEGIATAN |
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET

AKHIR
PERIODE
RENSTRA

OFD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

10

11

12 13

14

16

17

Jumiah Dokumen Koordinasi
dan Peleksanaan Akuntans!
SKPD

4 Dokumen

71.000.000,00

Kab. Kutal Timur,
Semua
Kecamatan,
Semua KeliDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- 7. Peningka
tan tata
kelala pem
arintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk

ASN dan Pemangku
Kebijakan

300.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.02.0005

Akhir Tahun SKPD

Keuvangan Akhir Tahun SKPD

28.000.000,00

Kab. Kutal Timur,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- 7. Peningka
tan

kelola pem
erintahan
daerah

yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
| pelayanan
publik

4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah

ASN dan Pemangku
Kebijakan

200.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

2 Dokumen

$2.240.000,00

- 7. Peningka
tan tata
kelola pem
erintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan

kelola dan
kapasitas
pemarintah
daerah

800.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.06.0002

Peralatan dan P

reny

riengk 1 Kantor




RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN /| PROGRAM /
OUTCOME | KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
oPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIOI

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

10

1"

12

14

16

17

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kanler yang
Disediaken

1 Paket

33.658.000,00

Kab. Kutai Timur,
Semua
Kecamatan,
Semua KellDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

140.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

6.01.01.2.06.0009

if aan Rapat |

)

dan k¥ ltasi SKPD

Jumiah Laporan
Penyelenggaraan Rapal
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

§ Laporan

18.582.000,00

Kah. Kutai Timur,
Semua
Kecamatan,
Semua KellDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik

4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas

pemerintah
daerah

£60.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumigh Dokumen
Penyedigan Jasa Penunjang
Urusan Pemenintahan
Daerah

1 Dokumen

426.760.000,00

7. Peningka
tan tata
kelola pem
erintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik

4, Paningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemarintah
daerah

447.000.000,00

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ERARIRAAN MR RENCANA
URLSAN/ BioaNe INDIKATOR PROGRAM/ |  AKHIR | REALISASI | “opppay AN T
URUSAN /| PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2026 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
i 2 3 4 5 € T 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17
Jumiah Laporan Pen| 12 Laporan 246.120.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN - 7. Peningka 220.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH tan tata BANGSA DAN POLITIK
Daya Alr dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) kelola pem
Disediakan Semua KelDesa el
daerah
yang
profeslonal
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
| pelayanan
publik
4. Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jurmiah Laporan Penyediaan 12 Laporan 179.640.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN - 7. Peningka 227.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Jesa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH tan tata BANGSA DAN POLITIK
Kantor yang Disodlakan Kecamatan, (PAD) kelola pem
Semua KelDesa erintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas.
i pelayanan
publik
4, Peningka
n tata
kelola dan
kapasilas
pemerintah
daerah
2. | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN Persentase sekolah, - 245% 5.000.000.000,00 8.050.000.000,00
IDEOLOGI PANCASILA Sekolah Tinggi dan Forum
DAN KARAKTER yang mendapatkan
KEBANGSAAN penguatan ideclagi
Pancasila, Karakter
Kebangsaan dan Bela
Negara
[ MENINGKATNYA Persentase sekolah dan 100 100 20.53 40.40 5.000.000.000,00 | - = = - 8.050.000.000,00 | -
KESADARAN MSYARAKAT | Forum yang mendapatkan
AKAN IDEOLOGI pembinaan penguatan
PANCASILA DAN ideologi Pancasila,
KARAKTER KEBANGSAAN | Karakter Kebangsaan dan
1 Bela Negara
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RENCANA KERJA BADAN KESA

UAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FRAJIRAAM MAJURENCARA
URUSAN [ BIDANG INDIKATOR PROGRAM | AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
QUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 K] 14 15 16 17
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis | Jumiah Dokumen Hasi 1 Dokumen 5.000.000.000,00 Memperkok | 7. Peningka | - 8.050.000.000,00 | BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Perumusan Kebjjakan Teknis oh ideologi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang ldeclogi | dan Pemantapan Pancasila, | kelola pam
Pancasila dan Karakter Pelaksanaan Bidang ldeologi demokrasi, | erintahan
Kebangsaan Pancasila dan Karakter dan hak daerah
Kebangsaan asasi yang
manusia
(HAM). can
akuntabel
untuk
mendukung
transfarmas
i pelayanan
publik
4, Peningka
1an tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Kebijakan Teknis di 1 Dokumen 0,00 | Kab, Kutal Timur, | PENDAPATAN Memperkok | 7. Peningka | = 1.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Bidang Ildeologi Wawasan Semua ASLI DAERAH oh ideologl n tata BANGSA DAN POLITIK
Kebangsaan, Bela Negars, Kecamalan, (PAD) Pancasila, | kelola pem
Karakter Bangsa, Semua Kel/Desa demokrasi, | erintahan
Pembauran an, dan hak daerah
Bineka Tunggal Ika dan asasi yang
Sejarah Kebangsaan yang manusia profesional
Disusun (HAM). dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4. Peningka
tan tata
kelole dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalul Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakal, Berbangsa, dan Bernegara
Jumlah Keluarga yang 350 Keluarga 250.000.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN | Memperkek | 7. Peningka | - 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Mengikuti Permbentukan dan Semua ASLI DAERAH | oh ideologi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Penumbuhan Karakter Kecamatan, (PAD) Pancasila, | kelola pem
K Melalui Semua KelDesa damokrasi, | erintahan
Peningkatan Kesadaran dan hak daerah
Masyarakal Akan Pentingnya asasi ang
Penghayatan dan manusia profesional
Pengamalan Pancasila (HAM), dan
dalam Semua Aspek akuntabel
Kehidupan Bermasyarakat, untuk
Berbangsa, dan Bermegara mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4. Peningka
fan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah




RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN { BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN/PROGRAM/ | INDIKATORPROGRAM/ | AKHIR CAPAIAN CAPMAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME /| KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS ASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN oFD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp}
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 (] 7 a 9 10 1 12 13 14 15 16 17
8.01.02.2.01.0008 Pembenlukan Paskibraka
Jumlah Paskibraka 200 Orang 4.000.000.000,00 | Kab. Kutal Timur, | PENDAPATAN Memperkok | 7. Peningka 6.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Semua ASLI DAERAH oh ideclogl | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Kecamatan, (PAD) Pancasila, | kelola pem
Semua KellDesa demokrasi, | erintahan
dan hak daerah
asasi yang
manusia profesional
(HAM). dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4. Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.02.2.01.0010 F tugas F Duta Pancasila
Laporan Hasil Pelaksanaan 2 Dokumen 150.000.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN Memperkok | 4. Peningka 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Tugas Purnapaskibraka Duta Semua ASLI DAERAH oh ideologi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Pancasila Kecamatan, (PAD) Pancasila, | kelola dan
Semua KellDesa demokrasi, | kapasitas
dan hak pemerintah
asasi dasrah
manusia
(HAM),
8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
Jumlah Pumapaskibraka 36 Orang 600.000.000,00 | Kab, Kutal Timur, | PENDAPATAN Memparkok | 7. Peningka 350.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Dulta Pancasila Semua ASLIDAERAH | oh ideologl | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Kecamatan, (PAD) Pancasila, | kelola pem
Semua Kel/Desa demokrasi, | erintahan
dan hak daerah
asasi yang
manusia profesional
(HAM). dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Pembinaan undefined % 1.606.782.000,00 2.150.000.000,00
PERAN PARTAI POLITIK Pendidikan Politik di
DAN LEMBAGA Wilayah Kutai Timur
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKEAML AL RERCANA
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN | PROGRAM/ | 'NDIKATORFPROGRAMI | AKHIR | “cappjan CARALAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME [ KEGIATAN | KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | “opnrapun | TARGET FRiOBITAS. SABARAN PENANCOURG IAWAR
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 18 17
[ MENINGKATNYA ETIKA Persentase pembinaan 100 72 11.20 28 1.606,782.000,00 | - - - - - 2.150.000,000,00 | -
DAN BUDAYA POLITIK | pendidikan politik di
wilayah Kutai Timur
8.01.03.2.01 Perumusan Kebljakan Teknis | Jumlah Dokumen Hasi - 11 Dokumen 1.606.782.000,00 Memperkua | 7. Peningka | - 2.150.000.000,00 | BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Kebijakan Teknis dan i reformasi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pglaksanaan politik, kelola pam
Pendidikan Politik, Etika Bidang Pendidikan Politik, hukum dan | erintahan
Budaya Politik, Peningkatan | Etika Budaya Politik, birokrasi, daerah
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Demckras/, serta memp | yang
Kelembagaan Pemerintahan, | Fasilitasi Kelombagaan erkuat penc | profesional
Perwakilan dan Partai Politik, | Pemerintahan, Perwakilan egahan dan | dan
Pemilihan Umum/Pemilihan | dan Partal Folltik, Pemilihen pemberant | akuntabel
Umum Kepala Daerah, serla | Umum/Pemilihan Umum asan unluk
Pemantauan Situasi Politik Kepala Daerabh, serta korupsi, mendukung
Pemantavan Shuasi Politik narkoba, transformas
judi, dan pe | | pelayanan
nyeludupan | publik
. 4, Peningka
tan tala
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01,03.2.01,0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebifakan dl Bldang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasllitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partal Politi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang 11 Dokumen 1.553,152.000,00 | Kab. Kutal Timur, | PENDAPATAN Memperkua | 7. Peningka | - 1.800.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Pendidikan Politik, Etika Semua treformasi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Budaya Poiitik, Peningkatan Kecamatan, (PAD) politik, kelola pem
Demokrasi, Fasilitasi Semua KellDesa hukum dan | erintahan
Kelembagaan Pei 3 birokrasl, dasrah
Perwakilan dan Partal Politik, serta memp | yang
erkuat penc | profesional
Umum Kepala Daerah, serta egahan dan | dan
Pemantauan Situasi Politik di pemberant | akuntabel
Daerah yang Disusun asan untuk
korupsi, mendukung
narkoba, transformas
judi, dan pe | i pelayanan
nyeludupan | publik
i 4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.03.2.01.0003 P Kebijakan di Bidang P 1 Politik, Etika Budaya Politik, F Fasilitasi Kels Pe Pe kilan dan Pariai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
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RENCANA KERJA BADAN KESA

UAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN [ PROGRAM/ | INDIKATORPROGRAM! | AKHIR | “capajan | CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17
Jumiah 100 Orang 53.630.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN Memperkua | 7. Peningka | - 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Mangikuli Pelaksanaan Semua ASLI DAERAH treformasi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Kabjjakan di Kecamatan, (PAD) politik, kelola pem
Pendidikan Politik, Elika Semua KelDesa hukum dan | erintahan
Budaya Politik, Peningkatan birckrasi, daerah
Demokrasi, Fasilitasi sarta memp | yang
Kelembagaan Pemerintahan, erkuat penc | profesional
dan Partai Politik, egahan dan | dan
Pemilihan Umum/Pemilihan pemberant | akuntabel
Umurn Kepala Daerah, serta asan untuk
Pemantauan Situasi Politik di korupsl, mendukung
Daerah narkoba, transformas
Judi, dan pe | i pelayanan
nyseludupan | publik
. 4. Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
4. 8.01.04 PROGRAM Persentase Organisasi 0o 100 % 1.200.000,000,00 600.000.000,00
PEMBERDAYAAN DAN Kemasyarakatan yang Aktif
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
[ MENINGKATNYA Persentase Organisasi 100 128 28 30 1.200.000.000,00 | - - - - - 600.,000,000,00 | -
KETERTIBAN ORGANISASI | Kemasyarakatan yang Aktif
KEMASYARAKATAN |
8.01.04.2.01 Perumusan Kebljakan Teknis | Jumiah Dokumen Hasil - 1 Dokumen 1.200.000.000,00 - 7. Peningka | - 600.000.000,00 | BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Kebijakan Teknis dan tan tata BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pelaksanaan kelala pem
Pamberdayaan dan Bidang Pemberdayaan dan erintahan
Peng: Org Peng! o] isas! dasrah
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4, Peningka
tan lata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.04,2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan ij di Bidang F Qrmas, Pe day Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FRAKIRAAN JEAJURENCANA
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN/PROGRAM/ | NDIKATORPROGRAM/ | AKHIR | "cappjay CAERAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | oo oy LUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN oPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp} LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 § 6 rf 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kebijakan di Bidang 6 Dokumen 1.150.000.000,00 | Kab, Kutai Timur, | PENDAPATAN - 7. Peningka 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Pendaftaran Ormas, Semua ASLI DAERAH 1an tata BANGSA DAN POLITIK
Pemberdayaan Ormas, Kecamatan, (PAD) kelola pem
Evaluas! dan Medlasi Semua KellDesa erintahan
Sengketa Ormas, daerah
Pengawasan Ormas dan yang
Ormas Asing di Daerah yang profesional
Disusun jan
) akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4. Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah -
daerah
8.01.04,2.01.0003 Pel i di Bidang F Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumiah Orang yang 30 Orang 50.000.000,00 | Kab, Kutai Timur, | PENDAPATAN - 7. Peningka 500.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Mengikuti Pelaksanaan Semua ASLI DAERAH tan tata BANGSA DAN POLITIK
Kebijakan di Bidang Kecamatan, (PAD) kelola pem
Pendaftaran Ormas, Semua KellDesa erintahan
Pemberdayaan Ormas, daerah
Evaluasi dan Mediasi yang
Sengketa Ormas, profesional
Pengawasan Ormas dan dan
Ormas Asing di Daerah akuntabel
untuk
mendukung
transformas
i pelayanan
publik
4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
5. | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN Presentase ASN dan - 27% 0,00 1.000.000.000,00
DAN PENGEMBANGAN Forum yang dapat
KETAHANAN EKONOMI, Pembinaan Ketahanan
SOSIAL, DAN BUDAYA Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama yang Bersih
dari Narkoba
[ MENINGKATNYA Persentase ASN dan 100 60.28 245 27.00 0,00 | - - - - 1.000.000.000,00 | -
KETAHANAN EKONOMI, Forum yang mendapatkan
SOSIAL DAN BUDAYA Pembinaan Ketahanan
MASYARAKAT Ekonoml, Sosial,Budaya
dan Agama yang bersih
dari narkoba

49




RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG INDIKATOR PROGRAM AKHIR REALISAS| CAPAIAN TAHUN 2027
URUSAN | PROGRAM [ CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS % PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 123 14 15 16 17
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis | Jumish Dokumen Hasil - 1 Dokumen 0.00 Memperkua | 7. Peningka 1,000.000.000,00 | BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Kabjjakan Teknis dan treformasi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Bidang Pemantapan Pelaksanaan politik, kelola pem
Ketahanan Ekorami, Sosial | Bidang Ketahanan Ekonomi, hukum dan | erintahan
dan Budaya Sosial dan Budaya birokrasi, daarah
serta memp | yang
arkual panc | profesional
egahan dan | dan
pemberant | akuntabel
asan untuk
korupsl, mendukung
narkeba, transformas
Judl, dan pe | i pelayanan
nyaludupan | publik
« 4, Peningka
tan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekcnomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | v F lag Fasilitasi Keruk Umat dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang 1 Dokumen 0,00 | Kab. Kutal Timur, | PENDAPATAN | Memperkua | 7. Peningka 1.000.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Semua ASLI DAERAH treformasi | tan tata BANGSA DAN POLITIK
Budaya dan Faslitasi Kecamalan, (PAD) politik, kelola pem
Pencegahan Penyslagunaan Semua Kel/Desa hukum dan | erinlahan
Narkotika, Fasiitas birokrasi, | daerah
Kerukunan Umat Beragama serta memp | yang
dan yat Kepercayaan erkuat penc | profesional
di Dasrah yang Disusun egahan dan | dan
pemberant | akuntabel
asan untuk
korupsi, mendukung
narkoba,
judi, dan pe | i pelayanan
nyeludupan | publik
‘ 4, Peningka
lan tata
kelola dan
kapasitas
pemerintah
daerah
6. | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN | Jumlah Konfilk Sara - 0 Kasus 1.174.000.000,00 5.750.000.000,00
KEWASPADAAN Cakupan Penanganan 100 %
NASIONAL DAN KonflikSosial di wilayal
PENINGKATAN KUALITAS | Kutal Timur
DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
[ PENINGKATAN Jumlah Konflik Sosial 0 0 0 0 1.174.000.000,00 | - = & - 5,750.000.000,00 | -
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN Persantase penanganan 100 100 100 100
PENINGKATAN KUALITAS | konflik sosial
DAN FASILITA!
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL |




RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FRARIRAANMaU HBRCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISAS| CAPAIAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN /| PROGRAM | KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | REMJAOPD | Won e LN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 k] 4 5 6 % 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis | Jumlah Dokumen Hasil - 1 Dokumen 1.174.000.000,00 - 7. Peningka | - - 5.750.000.000,00 | BADAN KESATUAN
dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan tan tata BANGSA DAN POLITIK
F K Py F kelola pem
dan d N. I dan erintahan
Kanflik Sosial Penanganan Konflik Sosial daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas.
| pelayanan
publik
8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebij di Bidang K Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kel gaan Bidang K 1, serta Per Konfiik di Daerah
Jumiah Kebijakan di Bidang 1 Dokumen 1.000.000.000,00 | Kab, Kutai Timur, | PENDAPATAN - 7. Peningka | - 1.700.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Kewaspadaan Dini, Kerja Semua ASLI DAERAH fan tata BANGSA DAN POLITIK
Sarma Intelijen, Pemantauan Kecamatan, (PAD) kelola pem
Orang Asing, Tenaga Kerja Semua Kel/Desa arintahan
Asing dan Lembaga Asing, daerah
Kewaspadaan Perbatasan yang
antar Negara, Fasilitasi profesional
Kelembagaan Bidang dan
Kewaspadaan, serta akuntabel
Penanganan Konflik di untuk
Daerah yang Disusun mendukung
transformas
i pelayanan
publik
8.01.06.2.01.0005 Pel Monitoring, Evaluasi dan Pelap di Bidang K daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelemb Bidang serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumiah Laporan Hasil 2 Laporan 100.000.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN | - 7.Peningka | - 750.000.000,00 | BADAN KESATUAN
Monitoring, Evaluasi dan Semua ASLI DAERAH tan tata BANGSA DAN POLITIK
Pelaporan di Bidang Kecamatan, (PAD) kelola pem
Kewaspadaan Dini, Kerja Semua KelDesa erintahan
Sama Intelijen, Pemantauan daerah
Orang Asing, Tenaga Korja yang
Asing dan Lembaga Asing, profesional
Kewaspadaan Perbatasan dan
antar Negara, Fasiiitas akuntabel
Kelembagaan Bidang untuk
Kewaspadaan, serta mendukung
Penanganan Konflik di transformas
Daerah i pelayanan
publik
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota




RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

TARGET PRAKIRAAN GAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FRAKIRAAN MAJU RENGANA
URUSAN [ BIDANG INDIKATOR PROGRAM [ AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OFD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 8 4 8 g 10 " 12 13 14 15 16 T

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 74.000.000,00 | Kab. Kutai Timur, | PENDAPATAN - 7. Peningka | - 3.300.000.000,00 | BADAN KESATUAN

Pelaksanaan Forum Semua ASLI DAERAH tan tata BANGSA DAN POLITIK

Keordinasi Pimpinan Daerah Kecamatan, (PAD) kelola pem

Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa erintahan
daerah
yang
profesional
dan
akuntabel
untuk
mendukung
transformas
I pelayanan
publik

JUMLAH 16.430.890.113,00 30.547.905.691,00




BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 yang diimplementasikan dalam rencana
tahunan, dengan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renja Tahun 2026 sebagai
dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026,
guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana
pembangunan jangka pendek tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksannya kegiatan-kegiatan tersebut, serta
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur
berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2026 dengan efektif dan efisien.

2. Renja tahun 2026 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun
2026, dimana renja tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan
efisien pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik wajib melakukan pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan renja
tahun 2026 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing bidang dan melakukan

koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala.

n
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RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

4. Tatacara penyusunan renja tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencan Kerja Pemerintah Daerah.

Sangatta, 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Badan,.
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